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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat 

semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan 

sehingga tercipta akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas publik  

pemerintah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih 

mengharmoniskan dan menyelaraskan dalam pengelolaan keuangan daerah 

secara optimal, efektif, efisien, sistematis dan akuntabel dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah.  

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses 

pengelolaan keuangan daerah, mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman 

pengurusan, pertanggungawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  Sistem dan 

prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah 

yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan 

prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah sesuai Permendagri No. 

59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yaitu: prosedur 

akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur 

akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi aset. 

Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang harus dapat merancang dan membuat suatu sistem dan 

prosedur akuntansi terhadap kas yang dapat mengurangi resiko terjadinya 

penggelapan dan penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan apa yang telah 

1 
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direncanakan sebelumnya. Selain itu, mengingat kas organisasi seperti yang ada 

pada pemerintah daerah tidak lain adalah milik masyarakat yang harus dapat 

dijamin keberadaannya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Semarang diharapkan harus memiliki sistem dan prosedur penerimaan kas yang 

memadai agar supaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan, 

dan diharapkan dapat dilaksanakan secara akuntabilitas, transparan dengan setiap 

anggaran yang ada. 

Sistem akuntansi pemerintahan saat ini telah banyak mengalami 

perkembangan, diikuti dengan adanya perubahan dasar hukum. Penerimaan kas 

merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan 

program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui 

sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang 

tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan 

kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan kas dan pengeluaran kas. 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah Sistem akuntansi penerimaan 

kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang terdiri 

atas dua bagian, yaitu 

a. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) 

b. Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas di Satuan Kerja Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

1.3.1 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan penulisan  Tugas Akhir ini adalah : 
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1. Untuk memenuhi sebagian persyaratan kelulusan dari Program Diploma 

III-Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah sistem penerimaan kas pada Badan 

pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang telah sesuai 

yang diharapkan instansi. 

 

1.3.2 Kegunaan Penulisan Tugas Akhir      

 Adapun kegunaan dari Tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang 

berkaitan dengan prosedur penerimaan kas pada BPKAD  

2. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya sebagai media pustaka dan 

perbandingan pembaca atau peneliti  

 

1.4  Metode Penulisan 

1.4.1 Data Penelitian (Data Primer dan Data Sekunder) 

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama. 

2. Data Sekunder          

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh peneliti 

yang bukan pengolahnya. 

 

 

1.4.2  Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir 

ini adalah : 

1. Metode Kepustakaan       

Metode ini dilakukan melalui pencarian berbagai literatur yang 

berhubungan dengan topik Tugas Akhir ini seperti buku-buku ilmiah, 
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catatan dan dokumen resmi instansi dan data yang telah diolah seperti 

sejarah singkat instansi, pengendalian intern terhadap penerimaan kas, 

memo internal, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.  

2. Metode Penelitian Lapangan       

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan 

meneliti data dan fakta yang ada di Badan pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah Kota Semarang. Dan teknik yang dipakai adalah: 

a. Wawancara         

Yaitu teknik penelitian melalui tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Seperti wawancara 

dengan kepala Badan, kepala bidang akuntansi, dsb.  

b.   Observasi        

Yaitu teknik penelitian melalui pengamatan langsung terhadap 

keadaan, peristiwa, serta proses yang relevan dengan obyek 

penelitian. Seperti prosedur survei, prosedur penerimaan kas, dsb.  

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang pemilihan judul, ruang 

lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan 

data, dan sistematika penulisan  laporan. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Badan pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang, visi dan misi, struktur 

organisasi   
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BAB III  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi teori yang menjadi landasan konsep mengenai sistem 

akuntansi penerimaan kas pada Badan pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah Kota Semarang. Dan di dalam bab ini juga akan 

digunakan sebagai dasar analisis penarikan kesimpulan, dan dasar 

untuk mengajukan saran-saran. 

 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai ringkasan atas uraian yang telah disampaikan 

pada bab–bab sebelumnya beserta kesimpulan yang dapat diambil dari 

uraian tersebut. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Semarang 

Diambil dari buku Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD tahun 2016 bahwa 

Badan tersebut sudah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda, dahulu bernama 

Belasting Dients. Instansi ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, yang 

berjalan hingga tahun 1968. Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 nama 

Belasting Dients diganti dengan nama Biro Urusan Pajak. Tahun 1970 

berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Gotong Royong Kota 

Madya Dati II Semarang tanggal 25 Maret 1970 Nomor 10/Kep/DPRGR/1970, 

nama dan status Biro Urusan Pajak diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah ( 

BAPENDA ) yang merupakan unsur pelaksanaan pemmerintah daerah, sehingga 

instansi ini dibawah pembinaan dan bertanggungjawab langsung kepada 

Walikota sebagai Kepala Daerah. 

Dalam perkembangan selanjutnya, nama dan kedudukan BAPENDA 

tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, karena setiap kali memerlukan adanya 

mekanisme kerja yang disesuaikan dengan perkembangan daerah, maka Badan 

Pendapatan Daerah mengalami perubahan beberapa kali susunan organisasi dan 

tata kerjanya, yaitu: 
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a. Tahun 1971, dengan keputusan DPRGR Kota Madya Dati II Semarang 

tanggal 31 Agustus 1971 No. KRP/DPRGR/1971 yang menetapkan adanya 

perubahan susunan organisasi dan tata kerja BAPENDA untuk kali pertama. 

b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1978 No. 

KUDP/7/12/41101 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja BAPENDA  

c. di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Madya Dati II Semarang 

menetapkan Peraturan Daerah tanggal 22 September 1981 No. 10 Tahun 1981 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPENDA yang berlaku mulai 

tanggal 1 Mei 1982 dan berjalan sampai dengan tahun 1988. 

d. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 

9973-442 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kota Madya Dati II Semarang, maka ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja BAPENDA Kota Madya Dati II Semarang yang berlaku mulai Mei 

1989. 

 

Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Dati II Semarang yang sebelumnya 

berfungsi sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan daerah, instansi ini 

mengalami perubahan nama dan fungsi serta tata kerja menjadi Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang berdasarkan hukum yang 

mengatutnya, yaitu: 

a. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan 

Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. 

b. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
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c. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara 

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54) 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi   

Perangkat Daerah. 

e. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Daerah Kita Semarang. 

f. Keputusan Walikota Semarang No. 061.1/188 tahun 2001 Tentang Penjabaran 

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang. 

Seiring berjalannya waktu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pada 

tahun 2009 berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD). 

 

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi 

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang: 

Menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional 

dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan 

terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.  

Adapun makna dari visi tersebut : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Semarang berupaya menjadi penggerak dan pelopor dalam 

upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan serta meningkatkan 

profesionalisme pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang 

berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yaitu : transparansi, akuntabilitas 

dan value for money sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah dan meningkatkan tertib administrasi 
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pengelolaan aset daerah. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut :  

1. Transpransi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran.  

2. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses 

penganggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat dan lembaga perwakilannya. Akuntabilitas dilaksanakan 

dengan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Value for money proses penganggaran menetapkan prinsip ekonomis, 

efisien dan efektif. Ekonomis berkenaan dengan pemilihan dan 

penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu. Efisien 

berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan out put 

yang maksimal (berdaya guna). Sedangkan efektif adalah penggunaan 

anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan pelayanan publik.  

 

2.2.2 Misi 

Untuk mewujudkan visi SKPD tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 6 

(enam) misi yang menjadi pedoman bagi BPKAD dalam pelaksanaan 

tugas, sebagai berikut :  

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, 

ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan 

sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

2. Optimalisasi pendapatan daerah dari dana perimbangan melalui 

keterlibatan secara aktif dari fiskus, masyarakat/wajib pajak dan 

koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh 

bagian yang proporsional.  
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3. Efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisa standar 

belanja.  

4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban 

keuangan daerah melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam 

fungsi pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.  

5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka 

menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap wajib pajak 

maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Pelayanan 

Publik (SP2) badan.  

 

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

2.3.1 Tugas Pokok  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah. Keputusan Walikota 

Semarang Nomor : 42 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran, 

Tugas, Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 

Semarang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : “ Melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. “ 

2.3.2 Fungsi 

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :  

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, 

Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan 

Lain-lain Pendapatan serta Bidang Aset Daerah;  



19 

 

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  

 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah;  

4. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD;  

5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah;  

6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

serta mobitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

bidang tugasnya.  

 

2.4  Struktur Organisasi   

Struktur organisasi dalam suatu instansi bertujuan untuk menunjukan 

hubungan antara atasan dengan bawahan sehingga jelas kedudukan dan tanggung 

jawab dari tiap-tiap bagian dari satu kesatuan yang teratur. Menurut Slamet Sugiri 

adalah “Struktur organisasi merupakan kerangka hubungan antara satuan-satuan 

organisasi yang didalamnnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang 

masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh” (Slamet 

Sugiri, 2009: 03). Struktur oganisasi menurut T. Hani Handoko adalah “Struktur 

organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan 

mana organisasi dikelola” (T. Handoko, 2005:169) 

Macam-macam bentuk pada sturktur organisasi yaitu : bentuk Struktur 

Organisasi Lini (Garis), bentuk organisasi lini yaitu suatu bentuk organisasi, 

dimana seorang pimpinan diakui sebagai sumber wewenang tunggal, segala 

keputusan, kebijaksanaan dan tanggung jawab berada dalam pimpinan tersebut. 
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Bentuk struktur organisasi staf (bantuan), bentuk organisasi staf yaitu dalam 

bentuk struktur organisasi ini suatu keputusan sangat tergantung kepada bantuan 

dari para stafnya, staf adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu dalam suatu 

organisasi. Bentuk struktur Organisasi Bantuan dan Garis (Line and Satff), 

bentuk organisasi bantuan dan gari yaitu merupakan gabuungan antara organisasi 

garis dengan organisasi bantuan. Dengan demikian ciri-ciri utamanya dari 

organisasi ini adalah, disamping seseorang pimpinan menjalankan tugasnya 

berdasarkan kesatuan komando atau perintah, dia juga selalu meminta dan 

menerima bantuan dari para stafnya, baik berupa usulan, saran, dan pemikiran-

pemikiran tentang pemecahan masalah yang menyangkut organisasi tersebut. 

Bentuk struktur organisasi fungsional, bentuk organisasi ini dapat dikatakan 

sama dengan organisasi bantuan, bedanya hanya dari arah bantuannya. Pemimpin 

secara komando memberikan instruksi kepada staf ahlinya yang bertanggung 

jawab sepenuhnya atas bidang- bidangnnya. Bentuk struktur Organisasi 

Kepanitiaan (Commite), bentuk organisasi ini pimpinan lebih dari satu orang 

(sampai beberapa orang atau kolektif). Mengenai segala keputusan dalam rangka 

menentukan arah dan pembagian tugas dalam organisasi ini merupakan tanggung 

jawab bersama 

Dari bentuk-bentuk struktur organisasi di atas bentuk struktur organisasi 

yang digunakan oleh Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Semarang adalah bentuk struktur organisasi bantuan dan garis atau line yaitu 

gabungan antara organisasi garis dengan organisasi bantuan. Dengan demikian 

ciri-ciri utamanya dari organisasi ini adalah, disamping seseorang pimpinan 

menjalankan tugasnya berdasarkan kesatuan komando atau perintah, dia juga 

selalu meminta dan menerima bantuan dari para stafnya, baik berupa usulan, 

saran, dan pemikiran-pemikiran tentang pemecahan masalah yang menyangkut 

organisasi tersebut. Berikut diagram struktur organisasi Badan Pengelolaan 

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang pada gambar berikut ini : 
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Gambar 1 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

          Kota Semarang  

 

Sumber : Selayang Pandang Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah   

Kota Semarang  
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Adapun tugas - tugas atau suatu aktivitas yang terdapat di struktur Organisasi 

pada Badan pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

2.4.1 Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 

mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset 

daerah dan fungsinya. 

2.4.2 Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas yaitu merencanakan, mengkoordinasi, dan 

mensinkronasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta 

mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, 

Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang  

Perimbangan dan Pendapatan lain-lain serta Bidang Aset Daerah. 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

 

2.4.3 Bidang Pajak Daerah 

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas yaitu merencanakan, 

mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendaikan serta 

mengevaluasi dibidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, 

serta bidang penagihan. Bidang Pajak Daerah terdiri dari : 

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 

b. Seksi Penetapan; dan 

c. Seksi Penagihan 
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2.4.4 Bidang Akuntansi 

Bidang akuntansi mempunyai tugas yaitu merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang 

penatausahaan keuangan. Bidang akuntansi terdiri dari : 

a. Seksi Analisa; 

b. Seksi Pelaporan Keuangan; dan 

c. Seksi Penatausahaan Keuangan 

 

2.4.5 Bidang Anggaran 

Bidang anggaran mempunyai tugas yaitu merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan 

anggaran serta bidang administrasi anggaran. Bidang anggaran terdiri dari: 

a. Seksi Perencanaan Anggaran; 

b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan 

c. Seksi Administrasi Anggaran. 

 

2.4.6 Bidang Perbendaharaan 

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas yaitu merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta 

mengevaluasi di bidang belanja non gaji, bidang belanja gajiserta bidang 

verifikasi dan evaluasi. Bidang perbendaharaan terdiri dari : 

a. Seksi Belanja Non Gaji; 

b. Seksi Belanja Gaji; dan 

c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi. 
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2.4.7     Bidang Perimbangan dan Lain-lain pendapatan 

Bidang Perimbangan dan Lain-lain pendapatan mempunyai tugas yaitu 

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan serta mengevaluasi di bidang bagi hasil pajak, bidang bagi 

hasil bukan pajak serta bidang pinjaman dan lain-lain pendapatan. Bidang 

Perimbangan dan Lain-lain pendapatan terdiri dari : 

a. Seksi Bagi Hasil Pajak; 

b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak; dan 

c. Seksi Pinjaman dan Lain-Lain Pendapatan. 

 

2.4.8 Bidang Aset Daerah 

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas yaitu merencanakan,    

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan srta 

mengevaluasi bidang administrasi aset, bidang pengamanan aset dan 

bidang penilaian aset. Bidang Aset Daerah terdiri dari : 

a. Seksi Administrasi Aset; 

b. Seksi Pengamanan Aset; dan 

c. Seksi Penilaian Aset 

 

2.4.9 UPTD 

UPTD terdiri dari : 

- UPTD Kas Daerah 

 

2.4.10  Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu melaksanakan 

sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai 

dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. 
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a.  Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan. 

c.  Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan   

beban kerja. 

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK PROSEDUR AKUNTANSI 

PENERIMAAN KAS PAJAK DAERAH ( PADA BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ) 

 

3.1 Tinjauan Teori   

3.1.1 Pengertian Sistem  

Sistem adalah sesuatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi 

(subsistem) untuk mencapai tujuan tertentu melalui tiga tahapan, yaitu input, 

proses, dan output. Sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien maka harus 

ada interaksi dan komunikasi yang relevan antara subsistem atau prosedur satu 

dengan lainnya. Namun, biasanya antara satu subsistem dengan subsistem 

lainnya tidak dapat dilihat garis pemisahnya secara tegas, karena interaksi yang 

terjalin antar subsistem itu demikian kuatnya dan saling tumpang-tindih 

(Widjajanto, 2001: 2). 

Mulyadi (2001:5) mendefinisikan, “sistem adalah suatu jaringan prosedur 

yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan.”  

Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 

melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang 

– ulang. 
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Jadi, sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 

antara satu dengan lainnya, yang berfungsi secara bersama–sama untuk mencapai 

tujuan tertentu guna menangani sesuatu yang terjadi secara rutin atau 

berulangkali. 

 

3.1.2 Akuntansi 

Harahap (2011:5) akuntansi adalah menyangkut angka-angka yang akan 

dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan, angka itu menyangkut 

uang nilai moneter yang menggambarkan catatan dari transaksi perusahaan. 

Pontoh (2013:2) menjelaskan bahwa akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan 

informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau 

organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan 

dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual 

(termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan 

bisnis dalam organisasi. 

Sadeli (2010:2) menyatakan bahwa akuntansi sering dijuluki sebagai 

bahasa bisnis (the language of business). Perubahan yang cepat dalam 

masyarakat telah menyebabkan semakin kompleksnya bahasa tersebut, yang 

digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan, menginterpretasi data dasar 

ekonomi untuk kepentingan perorangan, pengusaha, pemerintah, dan anggota 

masyarakat lainnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan 

aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut 

kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan 

digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang 

kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada 

periode berikutnya. 

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyatakan, Akuntansi adalah 

proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran 

transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas 
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hasilnya. Ronald, Brenda, Julie (2011:10) menyatakan, Akuntansi adalah teknik, 

praktek, seni atau kerajinan yang dikembangkan untuk dapat memantau transaksi 

ekonomi yang terjadi.  

 

3.1.3 Sistem Akuntansi 

3.1.3.1 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi dalam suatu organisasi terdiri dari metode dan 

catatan yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, 

mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan 

menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang 

berkaitan. Sistem akuntansi dapat berbentuk sederhana ataupun komplek. 

(Bodnar dan Hopwood, 2000 : 181) 

Menurut Mulyadi (2001 : 3), sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. 

Sistem Akuntansi menurut Hadibroto (2008:5), mendefinisikan 

sebagai berikut: “Sistem akuntansi adalah keseluruhan prosedur dan teknik, 

yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan mengolahnya sehingga 

terdapat informasi maupun alat untuk pengawasan”.  

 

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem 

akuntansi adalah suatu organisasi formulir, catatan, prosedur, dan laporan 

yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 

akuntansi yang berguna dalam pengelolaan dan pengendalian organisasi. 

Sistem akuntansi dapat memudahkan organisasi dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya sampai dengan pengawasan terhadap apa yang telah 

dilaksanakan. 
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3.1.3.2 Unsur-unsur Sistem Akuntansi 

Unsur – unsur Sistem Akuntansi, meliputi : (Mulyadi, 2001:4) 

1. Formulir        

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. 

2. Jurnal       

Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 

dan data lainnya. 

3. Buku Besar      

Terdiri dari rekening – rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 

jurnal. 

4. Buku Pembantu      

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar 

diperlukan rinciannya lebih lanjut, maka dapat dibentuk buku 

besar pembantu (subsidiary ledger). 

5. Laporan Keuangan     

Merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berupa 

neraca, laporan laba-rugi, laporan laba yang ditahan, laporan 

arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berisi 

informasi keuangan. 
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3.1.4 Kas 

3.1.4.1 Pengertian Kas  

Kas adalah salah satu unsur modal kerja yang sangat penting dalam 

pelaksanaan kegiatan organisasi sebab hampir seluruh kegiatan organisasi 

mempengaruhi kas, baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Kas juga 

merupakan aktiva yang paling likuid, sehingga ditempatkan pada elemen 

pertama yang nampak di neraca dalam suatu organisasi.  

Sedangkan pengertian kas menurut Soemarso S.R (2004:296) 

menyatakan bahwa : “Dari segi akuntansi yang dimaksud dengan kas adalah 

segala sesuatu (baik yang berbentuk uang/bukan) yang dapat tersedia 

dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai 

nominalnya.”  

Definisi Kas menurut Baridwan (2003:85) adalah sebagai berikut: 

"Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran 

dalam akuntansi. Dalam neraca, kas merupakan aktiva yang paling lancar, 

dalam artian kas adalah yang paling sering berubah. Hampir pada setiap 

transaksi dengan pihak luar selalu mempengaruhi kas".  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kas adalah 

alat pertukaran dan alat pembayaran yang diterima untuk pelunasan hutang, 

dan dapat diterima sebagai setoran dengan jumlah sebesar nilai nominalnya, 

juga simpanan bank atau tempat lain yang dapat di ambil sewaktu-waktu. Di 

dalam suatu organisasi atau perusahaan diperlukan adanya kegiatan 

transaksi-transaksi keuangan, baik itu pada perusahaan maupun 

pemerintahan. Transaksi-transaksi ini dimaksudkan sebagai informasi arus 

kas yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan 

datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang 

telah dibuat sebelumnya.  
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3.1.4.2 Sistem Penerimaan Kas  

Semua transaksi yang terjadi yang masuk dan menyebabkan 

bertambahnya kas disebut penerimaan kas. Penerimaan kas mempengaruhi 

saldo kas baik berasal dari penjualan produksi, penerimaan piutang, maupun 

transaksi lain yang menyebabkan saldo meningkat.  

Definisi Penerimaan Kas menurut (Mulyadi: 2001:500) adalah : 

"Suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang 

dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk 

kegiatan umum perusahaan maupun pemerintah."  

Definisi Penerimaan Kas menurut Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan (2004:03) sebagai berikut: "Semua aliran kas yang masuk ke 

Bendahara Umum Negara atau Daerah."  

Pengertian penerimaan kas menurut Soemarso S.R (2004 : 172) 

mengemukakan bahwa : “Penerimaan kas adalah suatu transaksi yang 

menimbulkan bertumbuhnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang 

diakibatkan adanya penjualan hasil produksi, penerimaan piutang maupun 

hasil transaksi lainnya yang menyebabkan bertambahnya kas.”  

Sedangkan penerimaan kas menurut H. Kusnadi (2000 : 61) adalah 

sebagai berikut : “Penerimaan kas pada umumnya meliputi penerimaan via 

pos (mail receipt), penjualan tunai (cash sales) dan penerimaan piutang 

(collection of receivable), disamping penerimaan rutin, masih ada lagi 

penerimaan lainnya yaitu penerimaan yang tidak rutin, misalnya penerimaan 

uang dari penjualan.”  

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan 

kas adalah bertambahnya saldo akibat adanya transaksi berupa penjualan 

produk, penerimaan piutang, ataupun transaksi lain. Pencatatan yang 

dilakukan terhadap penerimaan kas dapat membantu organisasi atau 

pemerintahan mengontrol penerimaan sehingga dapat meminimalkan 

terjadinya penyalahgunaan anggaran. 
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3.1.4.3 Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses melalui 

pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian 

keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD yang berkenan dengan penerimaan kas pada SKPD 

dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun 

terkomputerisasi. (Mahmudi 2011 :224).  

Permendagri No 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa prosedur 

penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari 

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer. 

 

3.1.4.4 Sistem Pengendalian Intern atas Penerimaan Kas  

Sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas membantu 

organisasi pemerintah maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Dalam SE.900/316/BAKD Tahun 2007 menyatakan semua 

penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 

dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut atau 

menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan 

penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  
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3.2 Tinjauan Praktik 

3.2.1 Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pajak Daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang 

Sistem akuntansi penerimaan kas pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan 

Aset Daerah Kota Semarang meliputi : 

1. Fungsi/Bagian yang Terkait        

Dalam transaksi penerimaan kas pada Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kota Semarang terdapat beberapa bagian yang terkait, antara lain adalah 

sebagai berikut : 

a. Bagian Pendaftaran dan Pendataan       

Bagian pendaftaran dan pendataan bertugas mendaftar wajib pajak dan 

mendata obyek pajak . 

b. Bagian Penetapan Pajak        

Bagian Penetapan bertugas melaksanakan penetapan jumlah pajak  yang 

terutang serta menghitung besarnya angsuran pajak atas permohonan 

wajib pajak. 

c. Bagian Bendahara Khusus Penerima (BKP) / Pemegang Kas   

Bagian BKP bertugas menerima pambayaran pajak dari wajib pajak yang 

menyetorkan sendiri pajak terutangnya melalui Pembantu BKP. Selain 

itu, BKP juga berkewajiban untuk menyetorkan semua penerimaan kas 

dari hasil pembayaran pajak ke rekening Kasda melalui bank yang telah 

ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang. 

d. Bagian Pembantu Pemegang Kas / Pembantu Bendahara Khusus 

Penerima (PBKP)         

Bagian ini bertugas membantu tugas Bendahara Khusus Penerima (BKP) 

dalam menerima pembayaran pajak dari wajib pajak yang menyetorkan 

sendiri pajak terutangnya. Setiap selesai jam penyetoran, bagian ini akan 

menyerahkan uang kepada BKP untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah 

melalui Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Semarang. 
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e. Bagian Penyimpanan (Bank Jateng)      

Bagian Penyimpanan (Bank Jateng) ini bertugas untuk menerima seluruh 

penerimaan kas dari sektor pajak yang telah disetor oleh BKP. 

f. Bagian Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan     

Bagian Pembukuan Penerimaan bertugas untuk mencatat seluruh 

transaksi penerimaan kas dari sektor pajak ke dalam catatan akuntansi dan 

melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan. 

2. Dokumen yang Digunakan        

Dalam transaksi penerimaan kas dari sektor pajak daerah, terdapat beberapa 

formulir yang digunakan, antara lain sebagai berikut : 

a. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)     

Formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh wajib 

pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWPD. Data yang terdapat dalam 

SPTPD ini yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan besarnya 

jumlah pajak. 

b. Kartu Data          

Catatan yang berisi data perpajakan dan data lainnya yang dibuat setelah 

Bagian Pendataan menerima kembali SPTPD yang dikirim kepada wajib 

pajak yang diperlukan sebagai dasar / sumber utama untuk membuat Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

c. SKP Daerah (Surat Ketetapan Pajak Daerah)     

Berisi jumlah ketetapan pajak terhutang untuk semua jenis pajak langsung 

yang mempunyai masa pajak yang sama. Surat Ketetapan Pajak Daerah 

berfungsi pula sebagai media setoran, yang akan divalidasi oleh petugas 

sebagai bukti bahwa SKP Daerah tersebut telah dilunasi. 

d. SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) / Tanda Bukti Pembayaran  

Merupakan formulir yang dikeluarkan oleh Bagian Bendahara Khusus 

Penerima (BKP) setelah wajib pajak membayar pajak, sebagai bukti 
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setoran / pembayaran pajak dan dasar pencatatan yang dilakukan oleh 

bagian pembukuan (akuntansi). 

e. STS (Surat Tanda Setor)        

Formulir yang dikeluarkan oleh BKP, berisi jumlah penerimaan kas yang 

akan disetor ke BANK JATENG sebagai bukti bahwa BKP telah menyetor 

ke Kas Daerah. 

f. Bukti Setor Bank (slip setoran ke bank)      

Merupakan bukti penyetoran penerimaan kas ke rekening Kas Daerah yang 

disahkan oleh BANK JATENG sebagai tanda bukti penerimaan kas. 

3. Catatan yang Digunakan        

Transaksi penerimaan kas dari pajak daerah menggunakan beberapa catatan 

akuntansi, antara lain sebagai berikut : 

a. BPPS (Buku Pembantu Penerimaan Sejenis)    

Merupakan catatan yang dibuat oleh Bendahara Khusus Penerima (BKP) 

ketika ada transaksi penerimaan kas dari pajak. Dalam BPPS ini, masing-

masing pajak dicatat ke dalam golongannya menurut nomor urut 

rekeningnya. 

b. Buku Kas Umum         

Hasil penjumlahan dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis tersebut 

dicatat dalam Buku Kas Umum kolom Penerimaan. Sedangkan kolom 

Penyetoran berisi catatan jumlah kas yang disetor ke BANK JATENG. 

c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Uang   

Merupakan laporan yang didasarkan menurut Buku Kas Umum, yang 

dibuat oleh Bendahara Khusus Penerima (BKP) secara periodik (bulanan) 

untuk diserahkan kepada Kepala Badan BPKAD. 

d. Jurnal Umum        

Merupakan catatan akuntansi yang dibuat oleh Bagian Pembukuan untuk 

merekam atau meringkas transaksi penerimaan kas dari pajak. 
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e. Laporan Keuangan       

Merupakan laporan terakhir yang dibuat oleh Bagian Pembukuan 

Penerimaan dari hasil pencatatan dan perhitungan seluruh transaksi 

penerimaan pajak. 

4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem      

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari pajak daerah 

adalah : 

a. Prosedur Pendataan Pajak        

Prosedur pendataan pajak dilaksanakan oleh Bagian Pendataan yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urut 

langkah-langkah berikut ini : 

Mendata objek pajak daerah dengan menyampaikan SPTPD kepada wajib 

pajak yang telah terdaftar sebanyak 2 rangkap. 

1) Setelah menerima kembali SPTPD (2 rangkap) yang sudah diisi oleh 

wajib pajak, kemudian mencatat hasil pendataan ke dalam Kartu Data. 

2) Menyerahkan Kartu Data beserta SPTPD lembar ke-2. Sedangkan 

SPTPD lembar 1 diserahkan kepada wajib pajak. 

3) Menerima kembali SPTPD lembar ke-2 dan Kartu Data, kemudian 

diarsipkan menurut nomor urut. 

b. Prosedur Penetapan Pajak        

Prosedur penetapan pajak dilaksanakan oleh Bagian Penetapan yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urut 

langkah-langkah berikut ini : 

1) Menerima Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 dari Bagian Pendataan 

dan menetapkan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada wajib 

pajak berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Data ke dalam bentuk 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) yang berisi jumlah 

ketetapan pajak untuk masing-masing wajib pajak sebanyak 4 rangkap. 
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2) Menyerahkan SKPD lembar 1, 2, 3 kepada wajib pajak, 

mengembalikan Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 ke bagian 

Pendataan, dan mengarsipkan SKPD lembar ke-4. 

c. Prosedur Pembantu Bendahara Khusus Penerima (PBKP)   

Prosedur ini dilaksanakan oleh Pembantu Bendahara Khusus Penerima 

yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urut 

langkah-langkah berikut ini : 

1) Menerima uang pembayaran pajak beserta SPTPD lembar 1 dan SKPD 

lembar 1, 2, 3 dari wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak 

terutangnya. 

2) Membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti bahwa 

wajib pajak telah melunasi pajak terutangnya dalam rangkap 4; serta 

memvalidasi media penyetoran (SKPD dan SPTPD) dari wajib pajak 

beserta SSPD. 

3) Menyerahkan SPTPD, SKPD, serta SSPD yang telah divalidasi kepada 

wajib pajak masing-masing lembar ke-1 dan SSPD lembar ke-4 yang 

telah divalidasi diarsipkan.  

4) Menghitung pajak dan validasi formulir dengan komputer, kemudian 

membuat Laporan Harian PBKP pada setiap selesai jam penyetoran 

dan serah terima uang kepada BKP disertai SKPD dan SSPD masing-

masing lembar 2 dan 3. 

d. Prosedur Bendahara Khusus Penerima (BKP)     

Prosedur ini dilaksanakan oleh Bendahara Khusus Penerima yang 

bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urut 

langkah-langkah berikut ini : 

1) Menerima uang hasil pembayaran pajak dari PBKP beserta SKPD dan 

SSPD masing-masing lembar 2 dan 3,kemudian mencatat penerimaan 

uang tersebut dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) serta 

hasil penjumlahannya dimasukkan dalam Buku Kas Umum. 
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2) Membuatkan bukti setor bank dan STS masing-masing 2 rangkap untuk 

menyetor uang ke BANK JATENG, kemudian menyerahkan SKPD 

lembar 2 dan SSPD lembar 2 dan 3 ke bagian Pembukuan, juga 

mengarsipkan SKPD lembar ke-3 menurut nomor urut. 

3) Berdasarkan bukti setor dan STS lembar 1 dan 2 yang diterima 

kembali, kemudian BKP mencatat jumlah penyetoran uang kas pada 

kolom Buku Kas Umum dan mengarsipkan bukti setor dan STS lembar 

1, sedangkan STS lembar ke-2 diserahkan ke bagian Pembukuan. 

e. Prosedur Pemegang Kas Daerah (Bank Jateng)    

  Prosedur ini dilaksanakan oleh Bank Jateng yang bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan berdasarkan nomor urut langkah-langkah berikut 

ini : 

1) Menerima seluruh penerimaan kas dari sektor pajak yang telah disetor 

oleh BKP beserta bukti setor dan STS masing-masing 2 rangkap dan 

memvalidasi bukti setor dan STS, serta mencatat penerimaan kas dalam 

Laporan Penerimaan. 

2) Mengembalikan bukti setor lembar 1 dan STS lembar 1 dan 2. 

Sedangkan bukti setor lembar 2 diarsipkan. 

f. Prosedur Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan     

Prosedur ini dilaksanakan oleh bagian Pembukuan dan Pelaporan 

Penerimaan yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan berdasarkan 

nomor urut langkah-langkah berikut ini : 

1) Menerima BPPS, SKPD, dan STS masing-masing lembar ke-2, serta 

SSPD lembar 2 dan 3 dari BKP, kemudian membandingkannya dan 

mencatat seluruh transaksi penerimaan kas dari sektor pajak dalam 

Jurnal Umum. Bagian Pembukuan juga akan melakukan posting data 

yang terdapat dalam jurnal umum ke Buku Besar yang kemudian 

dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. Sedangkan semua 

catatan dan formulir yang telah diterima akan diarsipkan. 
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Gambar 2 

Bagan Alir Dokumen Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pajak Daerah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang 
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Bag Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan 
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Bagian Bendahara Khusus Penerimaan 
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Bag Penyimpanan ( BPD ) 
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Bagian Pembukuan dan Pelaporan 
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5. Keterangan  Flowchart 

a. Bagian Pendataan Pajak 

1) Diawali dengan mendata wajib pajak yang mendaftarkan objek 

pajaknya ke dalam kartu data. 

2) Setelah di catat ke dalam kartu data, petugas memberikan SPTPD 

kepada wajib pajak yang telah terdaftar sebanyak 2 rangkap untuk diisi 

sendiri oleh wajib pajak. 

3) Menyerahkan Kartu Data beserta SPTPD lembar ke-2 ke bagian 

penetapan pajak dan SPTPD lembar 1 diserahkan kepada wajib pajak. 

4) Menerima kembali SPTPD lembar ke-2 dan Kartu Data dari bagian 

penetapan pajak setelah dihitung jumlah pajak yang dikenakan kepada 

wajib pajak, kemudian diarsipkan menurut nomor urut. 

b. Bagian Penetapan Pajak 

1) Menerima Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 dari Bagian Pendataan 

dan menetapkan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada wajib 

pajak berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Data. Membuat 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang berisi jumlah ketetapan 

pajak untuk masing-masing wajib pajak sebanyak 4 rangkap. 

2) Menyerahkan SKPD lembar 1, 2, 3 kepada wajib pajak, kemudian 

mengembalikan Kartu Data dan SPTPD lembar ke-2 ke bagian 

Pendataan, dan mengarsipkan SKPD lembar ke-4. 

c. Bagian Pembantu Bendahara Khusus Penerimaan (PBKP) 

1) Menerima uang pembayaran pajak beserta SPTPD lembar 1 dan SKPD 

lembar 1, 2, 3 dari wajib pajak yang menyetorkan sendiri pajak 

terutangnya. 

2) Menghitung dan mencocokkan SPTPD dan SKPD kemudian membuat 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai bukti bahwa wajib pajak 

telah melunasi pajak terutangnya sebanyak 4 rangkap. 

3) Memvalidasi SKPD dan SPTPD dari wajib pajak beserta SSPD. 
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4) Menyerahkan SPTPD, SKPD, serta SSPD yang telah divalidasi kepada 

wajib pajak masing-masing lembar ke-1,kemudian mengarsipkan 

SSPD lembar ke-4 yang telah divalidasi. 

5) Pada setiap selesai jam penyetoran, petugas menghitung pajak dan 

formulir yang telah divalidasi dengan komputer dan membuat Laporan 

Harian PBKP (Pembantu Bendahara Khusus Penerima) kemudian 

menyerahkan uang kepada BKP disertai SKPD dan SSPD masing-

masing lembar 2 dan 3. 

d. Bagian Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) 

1) Menerima uang hasil pembayaran pajak dari PBKP beserta SKPD dan 

SSPD yang telah divalidasi masing-masing lembar 2 dan 3, kemudian 

menghitung, mencocokkan, dan mencatat penerimaan uang tersebut 

dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS) dan dimasukkan 

dalam Buku Kas Umum 

2) Membuat bukti setor bank dan STS (Surat Tanda Setor) masing-

masing rangkap 2 untuk menyetor uang ke BPD, kemudian 

menyerahkan SKPD lembar ke-2 dan SSPD lembar ke-2, 3 ke bagian 

Pembukuan, dan mengarsipkan SKPD lembar ke-3 menurut nomor 

urut. 

3) Menerima kembali bukti setor lembar 1 dan STS lembar 1 dan 2 yang 

sudah divalidasi dari BPD, berdasarkan STS&BSB tersebut petugas 

menghitung dan mencatat jumlah penyetoran uang kas pada Buku Kas 

Umum dan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran 

uang kemudian mengarsipkan bukti setor dan STS masing-masing 

lembar 1, sedangkan STS lembar ke-2 diserahkan ke bagian 

Pembukuan. 
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e. Bagian Pemegang Kas Daerah (BPD) 

1) Menerima uang atas seluruh penerimaan kas dari sektor pajak yang 

telah disetor oleh BKP beserta bukti setor dan STS masing-masing 2 

rangkap. 

2) Memvalidasi bukti setor dan STS, kemudian mengembalikan bukti 

setor lembar 1 dan STS lembar 1 dan 2 yang sudah divalidasi, 

sedangkan bukti setor lembar 2 diarsipkan. 

f. Bagian Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan 

1) Menerima SKPD dan STS masing-masing lembar ke-2, serta SSPD 

lembar 2 dan 3 dari BKP, kemudian menghitung kembali formulir-

formulir tersebut dan mencatat seluruh transaksi penerimaan kas dari 

sektor pajak dalam Jurnal Umum. 

2) Melakukan posting data yang terdapat dalam jurnal umum ke Buku 

Besar yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelaporan keuangan. 

3) Setelah selesai semua proses pencatatan hingga pelaporan, catatan dan 

formulir yang telah diterima akan diarsipkan 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh penulis dapat 

dibuat simpulan sebagai berikut,  

1. Sistem penerimaan kas pajak daerah pada BPKAD Kota Semarang sudah 

tergolong cukup baik. Meskipun tidak seluruhnya dalam sistem yang ada 

sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) yang menjadi pedoman 

pengelolaan pendapatan daerah setempat. Selain itu, masih ada bagian yang 

merangkap fungsi dalam sistem penerimaan kas tersebut, yaitu bagian 

bendahara khusus penerimaan (BKP). 

2. Semua formulir yang digunakan sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang 

sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan dan formulir sudah 

bernomor urut tercetak serta divalidasi oleh bagian yang berwenang pada 

setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas sehingga menunjukkan 

adanya praktik yang sehat dalam melaksanakan prosedur sistem penerimaan 

kas 

3. BPKAD Kota Semarang telah membuat sistem yang mengatur pembagian 

wewenang untuk otorisasi setiap transaksi dan validasi terhadap dokumen 

yang sudah dilaksanakan dengan baik. 

 

4.2  Saran 

Untuk menambah penerimaan pendapatan pajak dari wajib pajak yang belum 

membayar pajak terutangnya, perlu diberlakukan sanksi yang tegas berdasarkan 
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Peraturan Daerah dan Undang-Undang mengingat sampai saat ini masih ada 

toleransi sanksi atau denda bagi Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak. 
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